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Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 71° TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
KANTOR KEARSIPAN DAN DOKUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2608 tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon, maka
rincian tugas, fungsi, dan tata kerja lembaga teknis daerah diatur
lebih lanjut oleh Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kantor
Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2964);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen

Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2674);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493 jo. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomo 3176),

. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017),

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005
tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 seri D.22);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008
tentang Penetapan Urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 seri
D.1);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2008
Nomor 3 seri D.2);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2008 Nomor 4 seri
D.3);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 Seri
D.5).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN

TATA KERJA KANTOR KEARSIPAN DAN DOKUMEN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten
Cirebon.

Bupati adalah Bupati Cirebon.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
Kantor adalah Kantor Kearsipan dan Dokumen kabupaten Cirebon.

. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kearsipan dan Dokumen kabupaten

Cirebon.

Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Kantor
Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon.

Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor
Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon.

Seksi adalah Seksi pada Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten
Cirebon.

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Kearsipan dan Dokumen
Kabupaten Cirebon.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada
Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon.
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RANCANGAN

PERATURAN BUPATI CIREEON
NOWMOR TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
KANTOR KEARSIPAN DAN DOKUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! CIREBON,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor § Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon, maka
rincian tugas, fungsi, dan tata kerja lembaga teknis daergh diatur
tebih laniut oleh Bupati;

pahwa salah satu satuan kerja perangkat daerah yang masuk
perumpunan bidang pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk
lembaga ieknis daerah adalah Kantor Kearsipan dan Dokumen
Kabupaten Cirebon;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, maka rincian tugas, fungsi dan iata kerja Kantor
Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon periu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1871 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokck Kearsipan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 18971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik indonesia Nomor 2564);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3041) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1828 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-pokck Kepegawaian
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19898 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3880);

.Undang-tUndang Nomor 8 Tahun 1897 tentang Dckumen

Peruszhaan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 2674);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Momor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
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Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4483 jo. Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tazhun 1980 tentang Disiplin

Pegawai Negeni Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomo 3176);

. Peraturan Pemerintah Nomor 899 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2000 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4017);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Strukiural
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4018},

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomeor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005
tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 seri D.22);

i2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008

tentang Penetapan Urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon
{Lembaran Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 seri
D1y

. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008

tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2008
Nomor 3 seri D.2);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariast Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2008 Nomor 4 seri
D.3j;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 Seri
D.5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN

TATA KERJA KANTOR KEARSIPAN DAN DOKUMEN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupali ini, yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip olonomi seluas-
fuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
18945,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaien
Cirebon.

Bupati adaiah Bupati Cirebon.

Wakil Bupati adalah Wakii Bupati Cirebon.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

Kantcr adalah Kantor Kearsipan dan Dokumen kabupaten Cirebon.

. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kearsipan dan Dokumen kabupaten

Cirebon.

Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Kantor
Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon.

Kepaia Subbagian adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor
Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon.

Seksi adalah Seksi pada Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten
Cirebon.

Kepala Seksi adalah Kepaia Seksi pada Kantor Kearsipan dan Dokumen
Kabupaten Cirebon.

. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada

Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon.



BAB i
KANTOR
Pasal 2

Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kantor mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang kearsipan dan dokumen.

{3} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Kantor
mempunyai fungsi:

a.
b.

perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan dokumen;,

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang kearsipan dan dokumen;

. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan, akuisisi,

pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan kearsipan dan dokumen;
pelaksanaan administrasi ketatausahaan Kantor; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

{4) Dalam meiaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
ayat (2) dan ayat {3}, Kepala Kantor mempunyai uraian tugas :

da.

®

membaniu Bupatli, dalam melaksanakan fugas, baik dalam perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan
dzan dokumen;

memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan seluruy
kegiatan Kantor;

merumuskan rencana dan program kerja Kantor, sebagai pedoman kerja
sesuai kebijakan pemerintahan daerah;

mengoordinasikan penyusunan, pelaporan dan pertanggung jawaban tugas
Kantor, sesuai bidang tugasnya baik secara operasional maupun admnistrasi
kepada Bupati meialui Sekretaris Daerah;

membagt tugas kepada Kepala Subbagian Tata Usahz dan para Kepala
Seksi, sesuai bidang tugasnya;

memberi petunjuk dan arahan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha dan
para Kepala Seksi, untuk kelancaran pelaksanzan tugas;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-
undangan di bidang kearsipan dan dokumen;

mengoreksi, memeriksa program kerja Subbagian Tata Usaha dan para
Kepala Seksi serta mengawasifmenilai dalam pelaksanaan tugas;

menilai pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Kepala Subbagian Tata Usaha
dan para Kepala Seksi sebagai bahan evaiuasi terhadap pelaksanaan tugas,;

menyelenggarakan komunikasi dan Konsultasi di bidang kearsipan dan
dokumen;

menyelenggarakan hubungan teknis fungsionai dengan Satuan Kerja
Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Arsip Nasional Republik
indonesia (ANRI);



mengoordinasikan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah,
perusahaan/ perorangan dan pihak iain untuk kepentingan pelaksanaan
tugas di bidang kearsipan dan dokumen;

. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kearsipan dan dokumen;

menyelenggarakan pembinaan administrasi ketatausahaan Kantor;

menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati, yang
berkaitan dengan bidang kearsipan dan dokumen, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan peiaksanan tugas/kegiatan
Kantor, sesual ketentuan yang berlakuy; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

BAB i
SUBBAGIAN TATA USAHA
Pasal 3

(1)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur
staf yang iangsung berada di bawah dan bertanggung iawsb kepada
Kepala Kantor.

{2}Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan vyang meliputi administrasi umum, kepegawaian,
Keuangan dan program.

{3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat {2}, Subbagian
Tata Usaha mempunyai fungsi:

4.

penyusunan perencanaan program ketatausahaan;,

b. pemberian dukungan atas penyelengaraan pemerintahan di bidang

_&')

o oa

ketatausahaan;
pembinaan dan pelaksanaan tugas ketatausahaan Kanior;
pelaksanaan koordinasi internal di lingkup Kantor; dan

pelaksanaan tugas [ain, yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

{(4yDalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1},
ayat (2} dan ayat (3), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian
tugas :

a.

[}

membaniu  Kepala Kantor, dalam melaksanakan tugas di bidang
ketatausahaan;

menyusun rencana dan program kerja Kantor, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Kantor,

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas Kkepada
bawahan;

membina dan memctivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;



g. melaksanakan tugas untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan
dengan tugas-tugas Kantor;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan fugas administrast ketatausahaan,
rumah tangga/umum, perlengkapan;

i. menyusun, menelaah dan mengkoreksi surat, sesuai dengan ketentuan
yang berlaky;

j. mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipanfnaskah dinas, baik surat
masuk maupun surat keluar;

k. mengoreksi naskah dinas atau surat-surat keluar yang merupakan hasil
kebijakan/keputusan Kantor;

|, melzksanakan, mengatur layanan di bidang ketatausahaan kepada unit
kerja organisasi di lingkup kantor;

m. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas administrasi keuangan;

n. melaksanakan pengusulan nama calon bendaharawan, sesuai dengan
keperiuan Dokumen anggaran satuan kerja;

0. melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap bendaharawan termasuk
bendaharawan barang;

p. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang
Kearsipan dan Dokumen;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas administrasi kepegawaian;
menyusun, mengolah daia kepegawaian;

s. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan para pejabat pada satuan kerja

terkait, daiam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas kantor;

menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan Kantor, sesual

ketentuan yang berlaku;

u. menyusun iaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kantor;

v. menyusun laporan bulanan, triwulanan dan tahunan program kearsipan dan
dokumen;

w. melaksanakan pengadaan barang dan jasa Kantor;

X. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Kantor, yang
berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan, dalam rangka pengambilan
keputusanikebijakan;

y. meiaporkan kepada Kepala Kantor, setiap selesai melaksanakan tugas/
penugasan;

z. menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran
Subbagian Tata Usaha;

aa.melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Seksi menyusun anggaran
Kantor;

bb.bersama-sama dengan para Kepala Seksi melaksanakan asistensi/
pembahasan rencana anggaran Kantor dengan saituan kerja
terkait/Tim/Panitia Anggaran;

cc. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Kantor,
sesuai ketentuan yang berlaku; dan

dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

-t



BAB IV
SEKS|I PENGEMBANGAN KEARSIPAN DAN DOKUMEN
Pasal 4

{13Seksi Pengembangan Kearsipan dan Dokumen dipimpin oleh Kepaia
Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

{2)Seksi Pengembangan HKearsipan dan Dokumen mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan kearsipan dan dokumen.

{3)Untuk  meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
Kepala Seksi Pengembangan Kearsipan dan Dokumen mempunyai
fungsi:

a.

perumusan kebijakan ieknis di bidang pengembangan Kkearsipan dan
dokumen;

peiaksanaan urusan pemeriniahan dan pelayanan umum di bidang
pengembangan kearsipan dan dokumen;

. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan kearsipan dan

dokumen; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan
tigas dan fungsinya.

{4)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1), ayat (2) dan ayat (3}, Kepala Seksi Pengembangan Kearsipan dan
Dokumen mempunyai urzian tugas :

4.

membantuy Kepala Kantor, dalam melaksanakan tugas di bidang
pengembangan kearsipan dan dokumen;

. menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Kearsipan

dan Dokumen, sebagzai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk peiaksanaan tugas kepada
bawahan;

membina dan memactivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, peningkatan
produktivitas, dan pengembangan karier bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan meniiai pelaksanaan tugas
bawshan,

menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan kearsipan dan
dokumen;

menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelaiinan kearsipan dan
dokumen

melaksanakan bimbingan dan konsultasi kearsipan dan dokumen;

melaksanakan penyusunan Sistem Jaringan Informasi kearsipan dan
dokumen;

melaksanakan pengkajian dan pengembangan aplikasi Sistem Kearsipan
dan Dokumen;

melaksanakan koordinasi kearsipan antar satuan kerja perangkat daerah
dan antar kabupaten/Kota;

melaksanakan koordinasi kearsipan dengan satuan kerja kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat dan Arsip Nasional Republik indonesia;



m. melaksanakan kKerjasama bidang kearsipan dan dokumen dengan instansi

w

pemerintah/swasta/luar negeri;
melaksanakan fasilitasi bagi jabatan fungsionai kearsipan;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Kantor, yang
berkaitan dengan kegiatan pengembangan kearsipan dan dokumen, dalam
rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

meiaporkan kepada Kepala kantor, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

menylapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pengembangan Kearsipan dan Dokumen;

bersama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha, melaksanakan
asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pengembangan Kearsipan
dan Dokumen, dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran;

melaksanakan evaiuasi dan pelaporan pelaksanaan fugas/kegiatan Seksi
Pengembangan Kearsipan dan Dokumen sesuai ketentuan yang beriaku;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

BAB Y

SEKSI AKUISISI DAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN DOKUMEN

Pasal 5

{1)Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan dan Dokumen dipimpin oleh
Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2)Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan dan Dokumen mempunyai
tugas melaksanakan akuisisi dan pengelclaan kearsipan dan dokumen.

{3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi
Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan dan Dokumen mempunyai fungsi:

2.

perumusan kebijakan teknis di bidang akuisisi dan pengelolaan kearsipan
dan dokumen:

peiaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang akuisisi
dan pengelolaan kearsipan dan dokumen;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang akuisisi dan pengelolazn
kearsipan dan dokumen; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(4)Datlam meiaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat {2), dan ayat (3) Kepala Seksi Akuisisi dan Pengelolaan
Kearsipan dan Dokumen mempunyai uraian tugas

a.

membantu Kepala Kantor, dalam melaksanakan tugas di bidang akuisisi dan
pengelolaan kearsipan dan dokumen;

menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Akuisisi dan Pengelolaan
Kearsipan dan Dokumen, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;



@

Q

Y.

.

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan karier bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

menyusun rencana Kegiatan akuisisi dan pengelolaan arsip dan dokumen
pada perangkat daerah, swasta dan perorangan;

melaksanakan kegiatan penataan arsip dan dokumen dengan arsiparis serta
memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kearsipan,

. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-

undangan daerah dibidang akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan
dokumen;

menyusun konsep naskah akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan
dokumen;

menyusun dan merumuskan konsep kebijakan teknis di bidang akuisisi dan
pengelolaan kearsipan dan dokumen;

menylapkan bahan pelaksanaan petunjuk teknis dan pelaksanaan
pembinaan di bidang akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan dokumen;

melaksanakan pengumpulan arsip dinamis in akiif dan arsip statis dari
satuan keria perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;

menginventarisir, mengumpulkan, mengolah dan menyusun data-data
akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan dokumen;

melaksanakan pembinaan, koordinasi, kerjasama dan penyuiuhan yang
berkaitan dengan kegiatan bidang akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan
dokumen:

menerima arsip/memilah/ mengelompokkan dan membuatl berita acara
serah terima arsip;

melayani konsultasi bagi satuan kerja vang akan menata arsip dan atau
menyerahkan arsip;

melaksanakan fasilitasi bagi pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional
Arsiparis;

menylapkan bahan penyusunan rencana dan peiaksanaan anggaran Seksi
Alcuisisi dan Pengelolaan Kearsipan;

bersama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan
asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Akuisisi dan Pengelolaan
Kearsipan dengan Szatuan Kerja/Tim/Panitia Anggaran,

menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala kantor yang
berkaitan dengan kegiatan akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan
dokumen, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan,

melaporkan kepada Kepala Kantor, setiap selesai melaksanakan iugas/
penugasan;
menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan

Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan, sesuai ketentuan yang berlaku;
dan

melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh Kepaia Kantor, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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BAB VI

SEKSI PEMELIHARAAN, PELAYANAN
KEARSIPAN DAN DOKUMEN

Pasal 6

{1}Seksi Pemeliharaan, Pelayanan Kearsipan dan Dokumen dipimpin oleh
Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah
gan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2)Seksi Pemeliharaan, Pelayanan Kearsipan dan Dokumen mempunyai
tugas melaksanakan pemeliharaan dan pelayanan kearsipan dan
dokumen.

{3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, Seksi
Pemeliharaan, Pelayanan Kearsipan dan Dokumen mempunyai fungsi:

a.

o

perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan, pelayanan kearsipan
dan dokumen;

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pemeliharaan, pelayanan kearsipan dan dokumen;

pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemeliharaan, pelayanan
kearsipan dan dokumen; dan

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

{4)Dalam meiaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Seksi Pemeliharaan, Pelayanan
Kearsipan dan Dokumen mempunyai uraian tugas:

a.

S

membantuy Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang
pemeliharaan, pelayanan kearsipan dan dokumen;

menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pemeliharaan, Pelayanan
Kearsipan dan Dokumen, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkaian produltivitas dan pengembangan karier bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan meniiai pelaksanaan tugas
bawahan;

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan depo arsip dan dokumen;
melaksanakan perawatan dan restorasi arsip dan dokumen;

melaksanakan pemenuhan bagi para pengguna arsip/yang memerlukan
arsip dinamis ataupun arsip statis;

memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemeliharaan dan
pelayanan kearsipan dan dokumen;

menerima, menata, dan menyimpan arsip dinamis in akiif dan arsip statis
pada depc arsip secara baik dan benar dari satuan kerja perangkat daerah
di fingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;

melaksanakan perawatan arsip dinamis in aktif dan statis yang ada di depo
Kantor Kearsipan dan Dokumen secara rutin untuk penyelamatan arsip
sebagai bahan pertanggungjawaban Bupati;
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l. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan dalam rangka
terciptanya lingkungan sehat pada pusat penyimpanan arsip/depo arsip;

m. membuat/fmengkoreksi konsep naskah dinas di bidang pemeiiharaan dan
pelayanan arsip dan dokumen hasil kerja bawahan;

n. melaksanakan dan menyiapkan kebijakanfpetunjuk teknis di bidang
pemeliharaan, pelayanan arsip dan Dokumen;

o. meilaksanakan pemantauan yang berhubungan dengan pemeliharaan,
perawatan arsip dan dokumen satuan kerja perangkat daerah di lingkup
Pemerintah Kabupaten Cirebon;

p. melaksanakan kegiatan penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data
yang berhubungan dengan pemeliharaan, perawatan arsip dan dokumen;

g. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan képada Kepala Kantor yang
berkaitan dengan pemeliharaan, pelayanan kearsipan dan dokumen dafam
rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

r. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pemeliharaan, Pelayanan Kearsipan dan Dokumen;

s. bersama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan
asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pemeliharaan, Pelayanan
Kearsipan dan Dokumen, dengan Satuan kerja/Tim/ Panitia Anggaran;

i. melaporkan kepada Kepala Kantor, seliap selesai melaksanakan tugas/
penugasan;

u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Pemeliharaan, Pelayanan Kearsipan dan Dokumen, sesuai ketentuan yang
berfaku; dan

v. melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

BAB Vii
TATA KERJA
Bagian Pertama
UMUM
Pasal 7

(1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Kantor merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan,
(2) Pelaksanaan fungsi Kantor sebagai pelaksanaan pemerintahan, kegiatan

operasionalnya diselenggarakan oleh Subbagian Taia Usaha, Seksi dan
Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugasnya.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Kantor bertanggung jawab secara
berjenjang kepada atasan langsungnya dan wajib melaksanakan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

{(4) Kepala Kantor dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
lainnya.



Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 8

(1) Kepala Kantor wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala
kepada Bupati melaiui Sekretaris Daerah.

{2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Kantor wajib menyampaikan
laporan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang.

{3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakifi
Pasal g

(1) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala
Subbagian Tata Usaha.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Kantor dapat
menunjuk Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan
senioritas.

BAB Viil
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

(1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris
Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2} Kepala Kantor bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian
di lingkup Kantor.
BAB iX
KETENTUAN LAIN
Pasal i1
Penetapan dan uraian tugas pelaksana, akan diatur iebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan beriakunya Peraturan Bupati ini, maka :

(1) Keputusan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Pokok
dan Fungsi Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon; dan

{2} Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2006 tentang Uraian Jabatan
Struktural Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
_pada tanggal 17 Desember 2008

,9 B CIREBON”V

L. pedy|supARDI

o, Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 71 SERID.29



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang :

Mengingat

a.

1

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 71 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
KANTOR KEARSIPAN DAN DOKUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon, maka
rincian tugas, fungsi, dan tata kerja lembaga teknis daerah diatur
lebih lanjut oleh Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kantor
Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2964);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3830);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen

Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik {ndonesia

A o THET AN
NUNIWU 2V 1T %),

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Uindang-lindang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



10.

1.

12.

13.

14.

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493 jo. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomo 3176);

. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republiik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4017);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005
tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 seri D.22);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008
tentang Penetapan Urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 seri
D.1);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten
Cirebon (Lembaran Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2008
Nomor 3 seri D.2);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabuputan Cirebon Tahun 2008 Nomor 4 seri
D.3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 Seri
D.5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN

TATA KERJA KANTOR KEARSIPAN DAN DOKUMEN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1,
2.

AN

© ® N o,

L1,

12.

13.

14,

15.

Daerah adalah Kabupaten Cirebon.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten
Cirebon.

Bupati adalah Bupati Cirebon.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
Kantor adalah Kantor Kearsipan dan Dokumen kabupaten Cirebon.

. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kearsipan dan Dokumen kabupaten

Cirebon.

Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Kantor
Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon.

Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor
Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon.

Seksi adalah Seksi pada Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten
Cirebon.

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Kearsipan dan Dokumen
Kabupaten Cirebon.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada
Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon.



BAB I
KANTOR
Pasal 2

Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Kantor m mpan‘m- tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang kearsipan dan dokumen.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor
mempunyai fungsi:

0

perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan dokumen;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintzhan daerah di
bidang kearsipan dan dokumen;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan, akuisisi,

pengeiolaan, pemeiiharaan dan peiayanan kearsipan dan dokumen;
peiaksanaan administrasi ketatausahaan Kantor; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(4) Daiam meiaksanakarn tugas dan fungsr sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor mempunyai uraian tugas :

a. membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, baik da'a*“ perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan
dan dokumen;

b. memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan seluruh
kegiatan Kantor;

¢c. merumuskan rencana dan program kerja Kantor, sebagai pedoman kerja
sesuai kebijakan pemerintahan daerah;

0.

mengoordinasikan penyusunan, peiaporan dan pertanggung jawaban tugas
Kantor, sesuai bidang tugasnya baik secara operasional maupun admnistrasi
kepada Bupati melalul Sekretaris Daerah;

e. membagi tugas kepada Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Kepala
Seksi, sesuai bidang tugasnya;

f. memberi petunjuk dan arahan kepada Kepaia Subbagian Tata Usaha dan
para Kepala Seksi, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

@

menyiapkan bahan penyusunan dan meneiaah peraturan perundang-
undangan di bidang kearsipan dan dokumen;

h. mengoreksi, memeriksa program kerja Subbagian Tata Usaha dan para

Kepala Seksi serta mengawasi/menilai dalam pelaksanaan tugas;

i. menilai pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Kepala Subbagian Tata Usaha
dan para Kepaia Seksi sebagai bahan evaiuasi terhadap pelaksanaan tugas;

j. menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi di bidang kearsipan dan
dokumen;

k. menyeienggarakan hubungan teknis fungsionai dengan Satuan Kerja

Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Arsip Nasional Republik
indonesia (ANRI);
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mengoordinasikan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah,
I‘lﬁﬂﬂ Hﬂ}ﬂl’ﬁﬂ

perusahaam pefﬁfangau dan pihak lain untuk r\cpcndﬂgaﬁ peiaksanaan

tugas di bidang kearsipan dan dokumen,

m. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kearsipan dan dokumen,

-
-
-

3

wenyeleng garakan pembinaan administrasi ketatausahaan Kantor;

0. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati, yang

©

berkaitan dengan bidang kearsipan dan dokumen, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

'C

m\.nye!engsu.ukan evaluasi dan pelaporan pelaksanan tug s’kegza*a
Kantor, sesuai ketentuan yang berlaku; dan

g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan cleh Bupati, sesuai dengan tugas

)

dan fungsinya.

BAB Il
SUBRBAGIAN TATA LISAHA
Pasal 3
Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian adalah unsur
staf ang langsung berada di bawah dan bertanggung J...n.fab kepada

Kepaia Kantor.

(2) Subbagian Tata Usahia mempunyai tugas meiaksanakan urusan

ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian,
keuangan dan program.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Subbagian
T'-'afa Usaha mempunyai fungsi:

penyusunan perencanaan program ketatavsahaan,

pemberian dukungan atas penvelengaraan pemerintahan di  bidang
ketatausahaan;

o o

o

pembinaan dan pelaksanaan tugas ketatausahaan Kantor,
d. pelaksanaan koordinasi internai di lingkup Kantor; dan

e. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oieh Kepaia Kantor, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(4) Dalam meiaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1),

avat (2) dan ayat (3), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian
tugas :

a membantu Kepala Kantor, dalam melaksanakan tugas di bidang
Ketatausahaan,;

b. menyusun rencana dan program keria Kantor, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

o

mengoordinasikan tugas-iugas internai di fingkup Kantor;
d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
oawahan;

FL‘I

.,:e::.mna da" memotivasi bawahan dalam rangka peiaksanaan tugas,
peningkatan produkiivitas dan pengembangan karier bawahan,

f. memantau, mengendaiikan, mengevaluasi, dan meniiai pelaksanaan tugas
bawahan;
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melaksanakan tugas untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan
dengan tugas-tugas Kantor;

mengoordinasikan dan melaksanakan tugas administrasi ketatausahaan,
rumah tangga/umum, perlengkapan;

menyusun, menelaah dan mengkoreksi surat, sesuai dengan keientuan
yang beriaku;

mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan/naskah dinas, baik surat
masuk maupun surat keluar;

mengoreksi naskah dinas atau surat-surat keluar yang merupakan hasil
kebijakan/keputusan Kantor;

melaksanakan, mengatur layanan di bidang ketatausahaan kepada unit
kerja organisasi di lingkup kantor;

. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas administrasi keuangan;
melaksanakan pengusulan nama calon bendaharawan, sesuai dengan
keperiuan Dokumen anggaran satuan kerija;

melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap bendaharawan termasuk
bendaharawan barang;

menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang
Kearsipan dan Dokumen,

mengoordinasikan dan meiaksanakan tugas adminisirasi kepegawaian,
menyusun, mengolah data kepegawaian;

melaksanakan koordinasi kegiatan dengan para pejabat pada satuan kerja
terkait, dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas kantor;

menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan Kantor, sesuai

g =2t LR

ketentuan yang herlaku

(A= R RS £ =1 LE=Tat o

menyusun laporan akuntabilitas kineria instansi pemerintah Kantor;

menyusun laporan bulanan, triwulanan dan tahunan program kearsipan dan

dokumen;
. melaksanakan pengadaan barang dan jasa Kantor;
memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Kantor, yang

....... | y J =

berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan, dalam rangka pengambilan

keputusan!kéﬁi}akan; o I
melaporkan kepada Kepala Kantor, setiap selesai melaksanakan tugas/
penugasarn,

menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran
Subbagian Tata Uszahg;

.melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Seksi menyusun anggaran
Kantor;

.bersama-sama dengan para Kepala Seksi  meiaksanakan asistensi/
pembahasan rencana anggaran Kantor dengan satuan kerja
terkait/Tim/Panitia Anggaran,

. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Kantor,
sesuai ketentuan yang berlaku:; dan

.melaksanakan tugas ain yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan

L i L e S DAL, 2ol AR ==t

tugas dan fungsinya.



BAB IV
SEKSI PENGEMBANGAN KEARSIPAN DAN DOKUMEN
Pasal 4

(1) Seksi Pengembangan Kearsipan dan Dokumen dipimpin oleh Kepala
Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2),
Kepala Seksi Pengembangan Kearsipan dan Dckumen mempunyai
fungsi:

a. perumusan Kkebijakan teknis di bidang pengembangan kearsipan dan
dokumen,;

b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pengembangan kearsipan dan dokumen;

C. pembinaan dan peiaksanaan tugas bidang pengembangan kearsipan dan

dokumen; dan

Q

pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan 1

[RERg = Nl

a. membantu Kepala Kantor, dalam melaksanakan tugas di bidang
pengembangan kearsipan dan dokumen;

o

menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Kearsipan
dan Dokumen, sebagai pedoman peiaksanaan tugas;

c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

d. membina dan memotivasi bawanan daiam peiaksanaan tugas, peningkatan
produktivitas, dan pengembangan karier bawahan;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas
pawahan;

f. menyusun rencana kegiatan penelitian dan pengembangan kearsipan dan
F=%

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kearsipan dan
dokumen;

h. melaksanakan bimbingan dan konsultasi kearsipan dan dokumen;

i. melaksanakan penyusunan Sistem Jaringan Informasi kearsipan dan
dokumen;

i. melaksanakan pengkajian dan pengembangan aplikasi Sistem Kearsipan
dan Dokumen,;

k. melaksanakan koordinasi kearsipan antar satuan kerja perangkat daerah

dan antar Kabupaten/Kota,

melaksanakan Koordinasi xearsipan dengan satuan Kerja kearsipan Daerah



m. melaksanakan kerjasama bidang kearsipan dan dokumen dengan instansi
pemerintah/swasta/luar negeri;

n. melaksanakan fasilitasi bagi jabatan fungsional kearsipan;

| F

0. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Kantor, vang

berkaltan denqan kegiatan pengembanqan kearsipan dan dokumen, daiam

p. melaporkan kepada Kepala kantor, setiap selesai melaksanakan

tugas/penugasan;
g. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pengembangan Kearsipan dan Dokumen;

r. bersama dengan Kepala :-'_-:ubbaaiar: Tata Usaha, melaksanakan
asistensi/pembahasan rencana anggaran Secksi Pengembangan Kearsipan
dan Dokumen, dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran;

w

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Pengembangan Kearsipan dan Dokumen sesuai ketentuan yang beriaku;

(L=

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan
':I_:ﬂas Gaﬂ 1'I Ir‘lgsir\i l'ﬂ

(1) Seksi Akuisisi dan Pengelclaan Kearsipan dan Dokumen dipimpin oleh

Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang iangsung berada di bawah

1ol
dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2)Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan dan Dokumen mempunyai

tugas melaksanakan akuisisi dan pengeloiaan kearsipan dan dokumen.
(3) Untuk melaksanakan tu ayat (2), Seksi

a. perumusan kebijakan tekms di bidang akuisist dan pengeliolaan kearsipan

o
J
D

4V]

o

1G]

©
J

]

[}
]

=

n

W
]

©

@

:3

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang akuisisi dan pengelolaan
kearsipan dan dokumen; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepala Kantor, sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) Kepala Seksi Akuisisi dan Pengelolaan
Kearsipan dan Dokumen mempunyai uraian tugas :

a. mem
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membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan karier bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

menyusun rencana kegiatan akuisisi dan pengelolaan arsip dan dokumen
pada perangkat daerah, swasta dan perorangan;

melaksanakan kegiatan penataan arsip dan uo.\umen engan arsiparis serta
memberikan pelayanan kepada pengguna jasa K

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-
undangan daerah dibidang akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan
dokumen;

menyusun konsep naskah akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan
dokumen;

...enyas.m dan merumuskan konsep kebijakan teknis di bidang akuisisi dan
penge iolaan "SarSipau dan dokumen;

menyiapkan bahan pelaksanaan petunjuk teknis dan pelaksanaan
pembinaan di bidang akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan dokumen;
melaksanakan pengumpulan arsip dinamis in aktif dan arsip statis dari
satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;

. menginventarisir, mengumpulkan, mengolah dan menyusun data-data

akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan dokumen;

melaksanakan pembinaan, koordinasi, kerjasama dan penyuluhan yang
berkaitan dengan kegiatan bidang akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan
dokumen;

menerima arsip/memilah/ mengelompokkan dan membuat berita acara
serah terima arsip;

melayani konsultasi bagi satuan kerja yang akan menata arsip dan atau
menyerahkan arsip;

mnlaksanakan fasilitasi bagi pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional

A i

Arsiparis;

men y.ap kan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi

Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan;

bersama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan
asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Akuisisi dan Pengelolaan
Kearsipan dengan Satuan Kerja/Tim/Panitia Anggaran;

menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepaia kantor yang
berkaitan dengan kegiatan akuisisi dan pengelolaan kearsipan dan
dokumen, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Kantor, setiap selesai melaksanakan tugas/
penugasan;

menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan, sesuai ketentuan yang berlaku;

ugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan
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BAB Vi

SEKSI PEMELIHARAAN, PELAYANAN
KEARSIPAN DAN DOKUMEN

Pasal 6
(1) Seksi Pemeliharaan, Pelayanan Kearsipan dan Dokumen dipimpin oleh
Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepaia Kanior.

(2) Seksi Pemeliharaan, Pelayanan Kearsipan dan Dokumen mempunyai
tugas melaksanakan pemeliharaan dan pelayanan kearsipan dan
dokumen.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi

Pemeliharaan, Pelayanan Kearsipan dan Dokumen mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan, pelayanan kearsipan
dan dokumen;

b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pemeliharaan, pelayanan kearsipan dan dokumen;

Cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemeliharaan, pelayanan
kearsipan dan dokumen; dan

d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepaia Kantor, sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Seksi Pemeliharaan, Pelayanan
Kearsipan dan Dokumen mempunyai uraian tugas:

a. membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang
pemeliharaan, pelayanan kearsipan dan dokumen;

b. menyiapkan rencana dan program kerja Seksi Pemeliharaan, Pelayanan
Kearsipan dan Dokumen, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

¢. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan;

d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas

bawahan;

emeliharaan dan perawatan depo arsip dan dokumen;

erawatan dan restorasi arsip dan dckumen;

h. me!aks_ana!gan pemenuhan bagi para pengguna arsip/yang memerlukan
arsip dinamis ataupun arsip statis;

i. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemeliharaan dan
pelayanan kearsipan dan dokumen;

menerima, menata, dan menyimpan arsip dinamis in aktif dan arsip statis
pada depo arsip secara baik dan benar dari satuan kerja perangkat daerah
di lingkun Pemaerintah Kabunaten Cirebon:
. L) Ial\l-l'-l LR . PR RN \-l'v A L LY
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k. melaksanakan perawatan arsip dinamis in aktif dan statis yang ada di depo
Kantor Kearsipan dan Dokumen secara rutin untuk penyelamatan arsip
sebagai bahan pertanggungjawaban Bupati;
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melaksanakan kegiatan pemeiinaraan dan perawatan daiam rangka
terciptanya lingkungan sehat pada pusat penyimpanan arsip/depo arsip;

m. membuat/mengkoreksi konsep naskah dinas di bidang pemeliharaan dan
pelayanan arsip dan dokumen hasil kerja bawahan;

n. melaksanakan dan menyiapkan kebijakan/petunjuk teknis di bidang
pemeliharaan, pelayanan arsip dan Dokumen;

o. melaksanakan pemantauan yang berhubungan dengan peme
perawatan arsip dan dokumen satuan kerja perangkat daerah di lingku
Pemerintah Kabupaten Cirebon;

p. melaksanakan kegiatan penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data
yang berhubungan dengan pemeliharaan, perawatan arsip dan dokumen;

el

menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Kantor yang

berkaitan dengan pemeliharaan, pelayanan kearsipan dan dokumen dalam

rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

r. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pemeliharaan, Pelayanan Kearsipan dan Dokumen;

s. bersama dengan Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan

asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pemeliharaan, Pelayanan
Kearsipan dan Dokumen, dengan Satuan keria/Tim/ Panitia Angga.ran;
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Peme.lharaan, Pelayanan Kearsipan ua.. uoku're.., aesua; ketentuan yang
berlaku; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor, sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

BAB VII
TATA KER.JA
Bagian Pertama
UMUM
Pasal 7

(2) Pelaksanaan fungsi Kantor sebagai pelaksanaan pemerintahan, kegiatan
operasionalnya diselenggarakan oleh Subbagian Tata Usaha, Seksi dan
Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugasnya.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Kantor bertanggung jawab secara
berjenjang Kepada atasan langsungnya dan wajib melaksanakan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

(4) Kepala Kantor dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
lainnya.
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Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 8

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Kantor wajib menyampaikan
laporan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang.

(3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

alam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala

alam hal Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Kantor dapat
menunjuk Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan
senioritas.

BAB Vil
KEPEGAWAIAN
Pasa! 10
(1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris
Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi beraasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepala Kantor bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian
di lingkup Kantor.
BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 11

Penetapan dan uraian tugas pelaksana, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2006 tentang Uraian Jabatan
Struktural Kantor Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon,
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Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Desember 2008

BUPATI CIREBON,

ttd

J2 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 2~

NUR RIYAMEN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 71 SERI D.29
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